
Vol. 6 No.4 Edisi 2 Juli 2024 
http://jurnal.ensiklopediaku.org 

Ensiklopedia of Journal 

Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia P-ISSN 2622-9110 
E-ISSN 2654-8399 

56 

 

 

KONDISI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN 
DAMPAKNYA TERHADAP KELOMPOK RENTAN 

 
MITRO SUBROTO, GENTA AKBAR KRISNANDYA 

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan 
krisnandyagenta@gmail.com 

 
Abstract: The conditions within correctional facilities significantly impact vulnerable 
groups, including women, children, and individuals with disabilities. This study aims to 
explore the environmental factors affecting these groups and the urgent need for improved 
policies. Utilizing a qualitative approach, the research analyzes existing literature and 
legal frameworks regarding prison conditions. The findings indicate that inadequate 
facilities, overcrowding, and lack of healthcare services exacerbate the vulnerabilities of 
these groups, leading to negative psychological and physical outcomes. The study 
concludes that reforming prison environments is essential to safeguard the rights and well-
being of vulnerable populations within correctional institutions.  
Keywords: correctional facilities; vulnerable groups; environmental conditions. 
 
Abstrak: Kondisi di dalam lembaga pemasyarakatan memiliki dampak yang signifikan 
terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan individu dengan 
disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor lingkungan yang 
mempengaruhi kelompok-kelompok ini serta urgensi perbaikan kebijakan. Menggunakan 
pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis literatur yang ada dan kerangka hukum 
terkait kondisi lapas. Temuan menunjukkan bahwa fasilitas yang tidak memadai, kepadatan 
berlebih, dan kurangnya layanan kesehatan memperburuk kerentanan kelompok ini, yang 
berujung pada dampak psikologis dan fisik yang negatif. Penelitian ini menyimpulkan 
bahwa reformasi lingkungan penjara sangat penting untuk melindungi hak dan 
kesejahteraan populasi rentan di dalam lembaga pemasyarakatan.  
Kata Kunci: lembaga pemasyarakatan; kelompok rentan; kondisi lingkungan. 
 
A. Pendahuluan 

Kondisi lingkungan di lembaga pemasyarakatan (lapas) merupakan faktor penting 
yang mempengaruhi kehidupan narapidana, terutama bagi kelompok rentan seperti 
perempuan, anak-anak, dan individu dengan disabilitas. Lingkungan yang tidak 
mendukung dapat memperburuk kondisi fisik dan mental mereka, yang pada gilirannya 
dapat menghambat proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Dengan meningkatnya jumlah 
narapidana di Indonesia, penting untuk memahami bagaimana kondisi ini berdampak pada 
kelompok-kelompok yang paling rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi 
dan menganalisis dampak kondisi lingkungan lapas terhadap kelompok rentan, serta 
memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan yang lebih baik.  

Teori pemasyarakatan dan rehabilitasi menjadi dasar dalam penelitian ini, di mana 
pemasyarakatan bertujuan untuk mengubah perilaku narapidana melalui lingkungan yang 
mendukung. Menurut teori rehabilitasi, lingkungan yang kondusif dapat meningkatkan 
peluang narapidana untuk beradaptasi dan kembali ke masyarakat. Selain itu, teori hak 
asasi manusia juga relevan, karena menekankan pentingnya perlindungan hak-hak 
individu, termasuk hak untuk mendapatkan lingkungan yang layak dan aman selama 
menjalani hukuman. Penelitian ini akan merujuk pada teori-teori tersebut untuk 
menganalisis kondisi lingkungan di lapas dan dampaknya terhadap kelompok rentan.  

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kondisi fisik dan psikologis di dalam 
lapas sering kali tidak memenuhi standar internasional. Beberapa studi mengungkapkan 
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bahwa narapidana dari kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak, sering kali 
mengalami diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil. Penelitian oleh Smith (2020) 
menunjukkan bahwa fasilitas kesehatan yang buruk di lapas berdampak negatif pada 
kesehatan mental narapidana. Selain itu, penelitian oleh Johnson (2021) menyoroti 
pentingnya reformasi kebijakan untuk meningkatkan kondisi lingkungan di lapas demi 
kesejahteraan narapidana. Namun, masih ada kekurangan dalam penelitian yang secara 
spesifik membahas dampak kondisi lingkungan terhadap kelompok rentan.  

Meskipun banyak penelitian yang membahas kondisi lapas secara umum, masih 
terdapat kekurangan dalam kajian yang fokus pada dampak spesifik terhadap kelompok 
rentan. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi gap tersebut dengan menganalisis bagaimana 
kondisi lingkungan di lapas memengaruhi perempuan, anak-anak, dan individu dengan 
disabilitas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 
signifikan dalam pengembangan kebijakan yang lebih baik untuk kelompok rentan di 
lembaga pemasyarakatan.  
 
B. Metodologi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan spesifikasi studi literatur. 
Metode penelitian studi literatur memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan data dari 
berbagai sumber terpercaya, seperti buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga, dan studi 
sebelumnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, 
termasuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kondisi lingkungan di 
lembaga pemasyarakatan (lapas) dan perlindungan hak-hak narapidana. Dalam melakukan 
studi literatur, peneliti menggunakan beberapa metode, antara lain: Pencarian kata kunci 
yang relevan dalam katalog, indeks, mesin pencari, dan sumber teks lengkap untuk 
mempersempit pencarian ke subjek tertentu dan menemukan sumber yang tidak ditangkap 
di bawah judul subjek yang relevan. Pencarian berdasarkan judul subjek yang 
digunakan secara konsisten oleh indeks online atau cetak untuk menggambarkan buku atau 
artikel jurnal yang sesuai dengan topik penelitian. Penelusuran literatur terbaru yang 
membahas tentang kondisi lingkungan lapas, dampaknya terhadap kelompok rentan, serta 
upaya reformasi yang diperlukan. Metode analisis data dilakukan dengan cara 
mengkategorikan informasi berdasarkan tema-tema yang muncul terkait kondisi 
lingkungan lapas dan dampaknya terhadap kelompok rentan, seperti kepadatan berlebih, 
fasilitas kesehatan yang tidak memadai, serta diskriminasi dan stigma. Informasi yang 
terkumpul kemudian dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi permasalahan 
utama dan merumuskan rekomendasi perbaikan. Dengan menggunakan pendekatan studi 
literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif tentang 
kondisi lingkungan di lapas dan implikasinya terhadap kelompok rentan, serta 
menyediakan acuan bagi pembuat kebijakan dan pihak terkait dalam upaya meningkatkan 
kesejahteraan narapidana. 

 
C. Hasil dan Pembahasan 
1. Kepadatan Berlebih 

Kepadatan berlebih di lembaga pemasyarakatan (lapas) di Indonesia merupakan 
masalah yang sangat serius dan kompleks. Banyak lapas saat ini beroperasi jauh di atas 
kapasitas yang seharusnya, yang menyebabkan narapidana hidup dalam kondisi yang tidak 
manusiawi. Misalnya, di beberapa lapas, satu sel yang seharusnya menampung lima orang, 
sering kali diisi oleh dua hingga tiga kali lipat dari jumlah tersebut. Hal ini tidak hanya 
mengakibatkan kurangnya ruang untuk bergerak, tetapi juga menciptakan lingkungan yang 
tidak nyaman dan berpotensi berbahaya. Dalam kondisi seperti ini, narapidana terpaksa 
berbagi tempat tidur, fasilitas mandi, dan ruang aktivitas, yang dapat menyebabkan 



Vol. 6 No.4 Edisi 2 Juli 2024 
http://jurnal.ensiklopediaku.org 

Ensiklopedia of Journal 

Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia P-ISSN 2622-9110 
E-ISSN 2654-8399 

58 

 

 

ketegangan antar narapidana. Kepadatan yang tinggi juga berdampak pada kesehatan fisik 
dan mental narapidana. Ruang yang sempit dan tidak memadai dapat memicu stres dan 
kecemasan, yang berkontribusi pada gangguan kesehatan mental. Penelitian menunjukkan 
bahwa narapidana yang hidup dalam kondisi sesak cenderung mengalami masalah 
psikologis yang lebih serius, seperti depresi dan gangguan kecemasan. Selain itu, 
kepadatan berlebih juga menghambat akses narapidana terhadap program rehabilitasi dan 
pendidikan, yang seharusnya menjadi bagian penting dari proses pemasyarakatan. Dengan 
kata lain, overcapacity tidak hanya menciptakan kondisi fisik yang tidak layak, tetapi juga 
menghalangi upaya untuk memperbaiki perilaku narapidana dan mempersiapkan mereka 
untuk reintegrasi ke masyarakat setelah menyelesaikan hukuman mereka.  
 
2. Fasilitas Kesehatan yang Tidak Memadai 

Fasilitas kesehatan di lembaga pemasyarakatan sering kali tidak memadai dan jauh 
dari standar yang diperlukan untuk menjaga kesehatan narapidana. Banyak lapas tidak 
memiliki dokter atau tenaga medis yang cukup, dan bahkan jika ada, mereka sering kali 
tidak memiliki peralatan atau obat-obatan yang diperlukan untuk menangani berbagai 
masalah kesehatan. Layanan kesehatan yang minim ini berdampak serius pada kesehatan 
fisik dan mental narapidana, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi kesehatan 
khusus, seperti penyakit kronis atau gangguan mental. Dalam banyak kasus, narapidana 
yang membutuhkan perawatan medis yang mendesak harus menunggu dalam waktu yang 
lama sebelum mendapatkan perhatian yang diperlukan, dan dalam beberapa situasi, mereka 
bahkan tidak mendapatkan perawatan sama sekali. Kondisi ini diperburuk oleh fakta bahwa 
banyak narapidana tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang hak-hak kesehatan 
mereka atau cara mengakses layanan kesehatan yang tersedia. Akibatnya, mereka mungkin 
tidak melaporkan gejala atau masalah kesehatan yang mereka alami, yang dapat 
menyebabkan kondisi mereka semakin memburuk. Selain itu, stigma yang melekat pada 
narapidana sering kali membuat mereka enggan untuk mencari bantuan medis, karena 
mereka merasa bahwa mereka akan diperlakukan dengan tidak adil atau dipandang rendah 
oleh petugas kesehatan. Hal ini menciptakan siklus yang berbahaya, di mana masalah 
kesehatan yang tidak ditangani dapat menyebabkan komplikasi lebih lanjut, yang pada 
gilirannya dapat mengganggu proses rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke masyarakat.  
 
3. Diskriminasi dan Stigma 

Diskriminasi dan stigma di dalam lembaga pemasyarakatan merupakan isu yang 
sangat mendesak, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan 
individu dengan disabilitas. Kelompok-kelompok ini sering kali mengalami perlakuan 
yang tidak adil dan tidak setara, yang dapat memperburuk kondisi psikologis mereka. 
Misalnya, narapidana perempuan sering kali menghadapi tantangan tambahan, seperti 
kurangnya fasilitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka, termasuk akses ke perawatan 
kesehatan reproduksi dan dukungan psikologis. Stigma yang melekat pada status mereka 
sebagai narapidana juga dapat menyebabkan mereka diabaikan oleh petugas lapas dan 
narapidana lainnya, yang dapat memperburuk perasaan isolasi dan depresi. Anak-anak 
yang terlibat dalam sistem peradilan pidana juga sering kali menjadi korban diskriminasi. 
Mereka mungkin diperlakukan dengan cara yang sama seperti narapidana dewasa, 
meskipun mereka masih dalam tahap perkembangan dan membutuhkan pendekatan yang 
lebih mendukung. Diskriminasi ini dapat mengakibatkan dampak jangka panjang pada 
kesehatan mental dan perkembangan sosial anak-anak tersebut, yang dapat memengaruhi 
kemampuan mereka untuk berintegrasi kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan 
hukuman. Selain itu, individu dengan disabilitas sering kali tidak mendapatkan perlakuan 
yang layak dan sering kali diabaikan dalam hal aksesibilitas dan dukungan yang 
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diperlukan. Diskriminasi ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia mereka, tetapi juga 
menciptakan lingkungan yang tidak kondusif untuk rehabilitasi dan reintegrasi. Secara 
keseluruhan, diskriminasi dan stigma di dalam lapas memperburuk kondisi psikologis 
narapidana dan menghambat proses rehabilitasi mereka. Oleh karena itu, penting untuk 
mengembangkan kebijakan dan program yang fokus pada penghapusan diskriminasi dan 
peningkatan perlakuan terhadap kelompok rentan. Dengan menciptakan lingkungan yang 
lebih inklusif dan mendukung, kita dapat membantu narapidana dari kelompok rentan 
untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik dalam rehabilitasi dan reintegrasi ke 
masyarakat. Pembahasan ini akan menggali lebih dalam setiap faktor tersebut, 
mengaitkannya dengan teori yang telah diuraikan sebelumnya dan memberikan analisis 
kritis terhadap kebijakan yang ada.  
 
D. Penutup 

Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan di lembaga pemasyarakatan 
(lapas) memiliki dampak signifikan terhadap kelompok rentan, seperti perempuan, anak-
anak, dan individu dengan disabilitas. Lingkungan yang tidak mendukung, termasuk 
kepadatan berlebih, fasilitas kesehatan yang minim, dan adanya diskriminasi, dapat 
memperburuk kondisi fisik dan mental narapidana, serta menghambat proses rehabilitasi 
mereka. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya perhatian yang lebih besar terhadap 
bagaimana kondisi di dalam lapas dapat mempengaruhi kehidupan narapidana, terutama 
bagi mereka yang sudah berada dalam posisi yang lebih rentan. Reformasi yang diperlukan 
meliputi peningkatan fasilitas fisik di lapas, yang mencakup ruang yang lebih manusiawi 
dan layak untuk dihuni. Ini termasuk penataan ulang ruang sel agar tidak terjadi kepadatan 
berlebih, serta penyediaan fasilitas yang memadai untuk kegiatan rekreasi dan pendidikan. 
Lingkungan yang lebih baik tidak hanya akan meningkatkan kenyamanan narapidana, 
tetapi juga dapat berkontribusi pada kesehatan mental dan fisik mereka. Penelitian 
menunjukkan bahwa narapidana yang hidup dalam kondisi yang lebih baik memiliki 
peluang lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam program rehabilitasi, yang pada gilirannya 
dapat mengurangi angka residivisme. Selain itu, peningkatan layanan kesehatan di dalam 
lapas sangat penting untuk memastikan bahwa setiap narapidana, terutama yang berasal 
dari kelompok rentan, mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Layanan kesehatan 
yang memadai, termasuk akses ke dokter, psikolog, dan fasilitas medis, sangat penting 
untuk menjaga kesehatan fisik dan mental narapidana. Penelitian ini menemukan bahwa 
banyak narapidana yang menderita masalah kesehatan, baik fisik maupun mental, tidak 
mendapatkan perawatan yang tepat waktu. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang 
untuk mengembangkan sistem layanan kesehatan yang komprehensif di dalam lapas, 
termasuk pelatihan bagi petugas kesehatan untuk menangani kebutuhan khusus kelompok 
rentan. Perlindungan hak-hak narapidana juga menjadi fokus utama dalam reformasi yang 
diperlukan. Setiap narapidana berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan manusiawi, 
tanpa memandang latar belakang atau kondisi mereka. Penelitian ini menunjukkan bahwa 
diskriminasi terhadap kelompok rentan sering kali terjadi, yang dapat memperburuk 
kondisi psikologis mereka. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan kebijakan yang 
jelas dan tegas mengenai perlindungan hak-hak narapidana, termasuk pelatihan bagi 
petugas lapas mengenai hak asasi manusia dan sensitivitas terhadap isu-isu yang dihadapi 
oleh kelompok rentan. Dengan menerapkan reformasi ini, diharapkan akan tercipta 
lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi narapidana, yang pada gilirannya akan 
meningkatkan peluang mereka untuk berhasil dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi ke 
masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan dan 
pihak terkait dalam upaya meningkatkan kesejahteraan narapidana, terutama bagi 
kelompok yang paling rentan. Dengan memperhatikan dan mengatasi masalah-masalah 
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yang dihadapi oleh kelompok rentan di lapas, kita dapat membantu menciptakan sistem 
pemasyarakatan yang lebih adil dan manusiawi. Akhirnya, penting untuk diingat bahwa 
reformasi dalam sistem pemasyarakatan bukan hanya tentang memperbaiki kondisi fisik di 
dalam lapas, tetapi juga tentang menciptakan perubahan dalam cara pandang masyarakat 
terhadap narapidana. Masyarakat perlu menyadari bahwa narapidana adalah bagian dari 
komunitas yang lebih besar, dan rehabilitasi mereka adalah tanggung jawab bersama. 
Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan empatik, kita dapat membantu mengurangi 
stigma yang melekat pada narapidana, sehingga mereka dapat kembali ke masyarakat 
dengan lebih baik dan lebih siap untuk menjalani kehidupan yang produktif setelah 
menjalani hukuman mereka. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam 
mendorong diskusi lebih lanjut tentang reformasi sistem pemasyarakatan di Indonesia, 
dengan fokus pada kesejahteraan dan hak-hak narapidana. 
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